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BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

Menimbang: a.

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

bahwa untuk mendukung kelancaran operasional
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan perlu
menambah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten
Simeulue pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta
Fulawan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 304 dan Pasal 333
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan
modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, dan butir II.LE.3.b.10 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 T-“un 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal

Pe¢ - >rint ".....



Mengingat

1.

-2

Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah
yang akan disertakan dalam Tahun Anggran berkenaan
telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai
penyertaan modal daerah bersangku® 1;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu membentuk
Qanun Kabupaten Simeulue tentang Penambahan

1

Penyertaan Modal Pemerin“-* Kabupaten Simeulue pada
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan Tahun

Anggaran 2022;

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Ur * 1g Dasar Neg a Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Bireuen ¢ -1 Kabupaten £ eulue
(Lembaran Negara Repub!**- Indonesia Tahun 1999 Nomor
176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3897) sebagairr 1a telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 tahun 2000 tent-—7 Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten P*~2uen dan Kabupaten Simeulue
" mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
7., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3963);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Neg-~a Reputk''- Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020
tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan
keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk
penany-—-— 1 1de—° CORONA VIRUS DISEASE 2019

(Covid-19) dan/atau dalam rang’  menghadapi ancaman

yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau

stabilitas.....
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stabilitas sistem keuanagn menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara ‘" »mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas
sistem keuangan untuk penanganan pande ~ CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka
menghadapi ancaman yanag membahayakan perekonomian
nasional ¢ 1/atau stabilitas sistem ke --1agn menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, T¢—bahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
"-“onesia Tahun 2014 Nomor 244, T-—1t---1 Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
"“abah beberapa ' 'i ter '*° den 1 Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tr—bahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan.....
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(3) Penambahan Penyertaan Modal selain sebagaimana
d’—-ksud pada ayat (2) dapat bertujuan untuk memenuhi
operasional PDAM Tirta Fulawan setelah mendapatkan
persetujuan Dewan Pengawas.

(4) Kebutuhan operasional sebagaimana dima’ ' pada ayat
(3) yaitu untuk pembayaran rekening listrik setelah
dilakukan verifikasi dan pertimbangan tertulis Dewan
Pengawas.

(5) Maksud dan tujuan penyertaan mo' ' Pemerintah
Kabupaten kepada PDAM Tirta Fi' wan adalah untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga

memberikan kontrib -~ ~i ter” ~dap Pendapatan Asli Daerah.

BT III
BESARAN F™NYERTAAN MODAL

Pasal 3
Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal
pada PDAM Tirta Fulawan Tahun 2022 sebesar Rp.
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

BAB IV
PENGGUNAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN

Pasal 4
(1) Modal yang telah diserah terimakan sebagai Penyertaan
Modal Daerah menjadi kewenangan dan tanggungjawab
Direktur PDAM Tirta Fulawan.

(2) PDAM Tirta Fulawan mempunyai kewajiban dan
bertanggung jawab untuk menggunakan dan
memamfaatkan modal sesuai peruntukannya secara efektif
dan efisien sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan.

Pasal 5
(1) PDAM Tirta Fulawan wajib membuat laporan:

a. Laporan Pelaksanaan Penyertaan Modal;
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b. Laporan Pertangg gjawaban.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri dari:

a. Laporan Bulanan;

b. Laporan Triwulan;

c. Laporan Semester; dan
d. Laporan Tahunan.

(3) Lapor-— sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan  pertanggungjawaban  penyertaan modal
Pemerintah yang telah diaudit dan “‘sampaikan kepada
Bupati dan DPRK.

(4) Penatausahaan pengelolaan penyertaan modal Pe¢— >rintah

Kabupaten dilaksanakan ses ~-i dengan standar akuntansi

perusahaan.
BAB V
PEMBINAAN DAN P™NGAWASAN
Pasal 6

(1) Bupati melakukan pembinaan terhadap PDAM Tirta
Fulawan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil
guna perusahaan daerah.

(2) Pembinaan yang dilakukan Bupati sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh SKPK
yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah dan Badan

Usaha Milik Daerah.

Pasal 7

(1) Pengawasan terhadap pengelolaan penyertaan modal PDAM
Tirta Fulawan dilaksanakan oleh Bupati dan DPRK.

(2) Dalr —- melaksan-'--—- pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibantu oleh S”""K yang melaksanakan fungsi
pr awasan.

(3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaporkan kepada Bupati dan DPRK.



B*™ VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 21 November 2022 M
26 R.Akhir 1444 H

1o

Diundang'--1 di Sinabang
pada tanggal 7?1 Naw~—hHer 2N22 M
20 K.Akhir 1444 H

Plt.SI
K.

LENTARAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2022 NOMOR 75
NOREG QANUN KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH: (3/79/2022)





